
 

 

 
 

SKRIPSI 

 

PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PASAL 112  

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

ROCKY JORDAN GILBY TENDEAN 

NIM : 02122011 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2025



 

 

i 
 

 

 SKRIPSI 

 

PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PASAL 112  

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 

 

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya 

 

Disusun Oleh: 

ROCKY JORDAN GILBY TENDEAN 

NIM: 02122011 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 
 

 

 

 



 

 

iii 
 

 

 

 



 

 

iv 
 

 



 

 

v 
 

 

 

 



 

 

vi 
 

 

 

 



 

 

vii 
 

 

 



 

 

viii 
 

 

 



 

 

ix 
 

 

 

 

 



 

 

x 
 

 

 



 

 

xi 
 

 

 



 

 

xii 
 

 

 

 



 

 

xiii 
 

 

 

 

 



 

 

xiv 
 

 

 

 

 



 

 

xv 
 

 

 

 

 



 

 

xvi 
 

 

 



 

 

xvii 
 

 

 

 



 

 

xviii 
 

 

 



 

 

xix 
 

 

 

 

 



 

 

xx 
 

 

 

 



 

 

xxi 
 

 



 

 

xxii 
 

 

 

 

 



 

 

xxiii 
 

 

 



 

 

xxiv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian hukum ini dengan judul: 

“PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PASAL 112 UNDANG-

UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Narotama Surabaya. 

Tugas akhir ini merupakan hasil dari proses penelitian yang telah penulis lakukan 

selama beberapa waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, penyelesaian Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Orang tua penulis, Joun Paula dan Budi Sampurno, yang selalu memberikan 

dukungan dan doa kepada penulis, serta Alm. Ronald Henry Tendean yang membuat 

penulis termotivasi dan bersemangat mengerjakan tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Narotama. 

3. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Narotama yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada 

penulis. 

4. Bapak Muhammad Yusron Marzuki, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penulis sehingga penulisan Skripsi ini bisa terselesaikan. 

5. Bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., 

M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi, serta Bapak Dr. Tahegga 

Primananda Alfath, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan 

masukan dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan Skripsi ini. 

6. Bapak Eko Satrio Budi Utomo, S.SI. yang telah berjasa dalam akademik selama 

penulis berkuliah, serta segenap jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Narotama 

Surabaya 

7. Segenap jajaran Bapak/Ibu dosen yang berperan penting dalam masa studi penulis. 



 

 

xxv 
 

8. Seluruh pihak yang telah ikut serta membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. 

Semoga Skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang Ilmu Hukum. 

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan 

wawasan yang baru. Terima kasih. 

 

 

 

 

 

             Surabaya, 3 Februari 2025 

                Penulis, 

 

 

           Rocky Jordan Gilby Tendean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xxvi 
 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji prinsip keadilan dalam penegakan hukum terkait Pasal 112 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi pidana bagi 

individu yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, khususnya penyalahgunaan Narkotika 

Golongan I. Fokus penelitian ini meliputi formulasi pidana yang mencakup unsur memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tanpa hak, serta penerapan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang membedakan peran 

penyalahguna untuk penggunaan pribadi dan pengedar Narkotika. Selain itu, penelitian ini 

membahas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa dengan 

merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 127 

untuk penyalahguna Narkotika, dengan mempertimbangkan rehabilitasi berdasarkan 

asesmen. 

Kata Kunci: prinsip keadilan, penyalah guna narkotika, pengedar narkotika, kewenangan 

hakim 

 

ABSTRACT 

This research examines the principle of justice in the enforcement of law related to 

Article 112 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, which regulates criminal sanctions 

for individuals involved in narcotics offenses, particularly the abuse of Narcotics Group I. 

The focus of this study includes the criminal formulation covering the elements of 

possession, storage, control, or provision of narcotics without rights, as well as the 

application of the Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2010, which distinguishes 

between the roles of drug abusers for personal use and drug dealers. Additionally, the 

research discusses the authority of judges in delivering verdicts beyond the prosecutor's 

indictment, referencing SEMA No. 3 of 2015, including the possible application of Article 

127 for drug abusers, considering rehabilitation based on assessment results. 

Keywords: principle of justice, drug abusers, drug dealers, judicial authority  
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